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A R | SALINAN

BUPATI":KARANGA‘NYAR
 PROVINSI _JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
'NOMOR 22 TAHUN 2019
. L ~ TENTANG o Lo
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR .
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN '
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

7 Menjtﬁbéng' o a. bahwa dalam rangka pcncapa1an tujuan penyelenggaraan
B | ‘pemerintahan . - daerah dibutuhkan _orgamsasx.;:'v
vpenyelenggara pernermtahan yang baik; v o
~ b. bahwa untuk efektlﬁtas, eﬁ31ens1 dan opt1mahsas1 fung31 -
;dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di daerahf :
| perlu restruktunsasy Perangkat ~ Daerah = yang :

‘ menyelenggarakan ilriisan‘ peme'rinvtahvan 'b‘idang}

: pertaman ‘urusan pernermtahan bidang kelautan dan o

| penkanan urusan pemermtahan bidang perhubungan
 urusan pemermtahan bldang pekerjaan umum dan',:-
- penataan - ruang dan urusan pemermtahan b1dang,’ .
“'f‘"perumahan dan kawasan permukxman o
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan" |
" Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
* atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016“ |
ténféng Perangkat Daefah Pevraturan Menteri Dalam
- Negeri 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
InSpektorat Daerah Provmsx “dan Kabupaten/ Kota dan -

- - Peraturan Menteri Dalarn Negeri 11 Tahun 2019 tentang
"'Pe'ré}ngkat " Daerah yang ilelaksanakan Urulsan: :

Pe_m‘erintahanv di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,



o v':;:'";’vv'menyelenggarakan Urusan Pemermtahan ‘f'd b1dang D
:’_‘{:;Kesatuan Bangsa dan Poht1k fung31 pengawasan :

R penyelenggaraan pemermtahan daerah dan Rumah Sak1t;;yi‘_j

;.jvmaka perlu untuk menyesualkan Perangkat Daerah Yang _.: lﬁﬁ‘::f. s

.:bahwa : berdasarkan pertlmbangan ' sebagalmana‘_. R

;_:;-‘:ﬁdlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Perlu G
.,,_,v_v,,v;:membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas_:,
i jf.f._,ﬂperaturan Daerah Kabupaten Karanganyar NOmor 16 ;‘ S

- Tahun - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan' R

L ':,"Perangkat Daerah Kabupaten Karangan}’ara .

B Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk i )

i ‘ ’vt»Indonesm Tahun 1945

- f;‘:_.‘Undang-Undang Nomor 13 ) TahuleSOtentang

‘ ?‘?.‘Pembentukan Daerah daerah Kabupa‘tcn:';f dalam )

‘v‘,,bvamgkungan Provms,l Jawa Tengah, o

b.':-"Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparaturv; IS

Sipil - Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesw’f‘_;:.A_"'..',’-‘/i’v:v'i- -

_f,_"':::_:Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negaraf.,.’_f_:__'v‘

.,,v;:x:_v.-‘:}"_Repubhk Indonesm Nornor 5494) IR R
>. ;"{"‘,Undang-Undang Nomor 23 hun 20’1;4"”" »téntéﬁgv;f: RS

o '_';Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara : Reiﬁauvblik’:’-;‘_"
e vA‘_Indonema Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran'

S ;{_:vNegara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebagalmana‘,ﬁv}

'telah ~ diubah - beberapa kah terakhlr dengan'{.v

}lr::’;Undang+Undang Nomor 9 'I‘ahun 2015 tentang
o .}»-':l'Perubahan Kedua ) atas Undang-Undang Nomor 23
*".'.,__Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran”f.ffj

v:':v?:"}:.‘Negara Repubhk Indonema Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan . Lembaran Negara Repubhk Indone31a'.‘::»'ji» | |

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentangi,,»»“ : ;;5‘ :

= .‘;‘:Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonema‘:l* L

 Tahun 2016 Nomor 114, ‘Tambahan Lembaran Negarafj_g

'.‘ﬁ:'_:vRepubhk Indonema Nomor 5887) sebagalmana telah-’v. ETE

dlubah dengan Peraturan Pemcrmtah Nomor 72 Tahun

B ""2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemermtah



Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkdt Daerah o

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik

Indonesia Nomor 6402) , , -
6. Peraturan Menteri Dalam Negcm Nomor 107 ’I‘ahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah

Prov1n31 ~dan Kabupaten/ Kota (Berlta Negara Repubhk .

Indonesxa Tahun 2017 Nomor 1605)

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nornor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Mclaksanakan Urusan N

Pemerintahan di Bldang Kesatuan Bangsa dan POlltlk o

(Berita - Negara chubllk Indone'81a Tahun 2019
Nomor 194); R | |

' 8. Peraturan Daerah Nomor 16 -Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Pera_ngkat Daerah Kabupaten

Karahganyaf (Lembaran Daerah Kabupaten "Kai*anganyar s

Tahun 2016 Nomor 16, Tar_nba'han Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 6'_7). '

Dengan Persetuluan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

' Menetépkén .
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG - PEMBENTUKAN DAN|
 SUSUNAN ~ PERANGKAT ~ DAERAH = KABUPATEN

dan

BUPATI KARANGANYAR T

MEMUTUSKAN: |
PERATURAN DAERAH ' TENTANG PERUBAHAN ATAS

KARANGANYAR. | |
IR " Pasall

Béberapal ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

| Karaﬁganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan»
~dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar . |
'(Lembaran Daerah Kabupatcn Karanganyar Tahun 2016
. Nomor 16, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 67) diubah sebagai berikut: -



I 1 Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan angka 18 dlhapus o

e ?“sehmgga Keseluruhan Pasal 1 berbunyl sebagal berlkut

rnenyelenggarakan urusan Pemermtahan bldang
"'ketenteraman : 'da ketertlban umum serta"f T

1 perlmdungan masyarakat sub urusan ketenteraman -

Rt Pasall A
| Dalam Peraturan Daerah lm yang dxmaksud dengan
L Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o
-“‘2}’;“:_Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebaga1 unsur o
penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memlmpm
. : }pelaksanaan urusan Pemerlntahan yang - mc_anjadl.} fo
'”f_‘kewenangan Daerah otonom L SRR
| 3 Bupati adalah Bupat1 Karanganyar

.”Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya N
',f'v_;idlslngkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat S
_v Daerah Kabupaten Karanganyar RN
. Sekretarlat Daerah adalah Sekretarlat Daerah
”’;Kabupaten Karanganyar e Ve o
. ':':Sekretarlat DPRD : adalah Sékrefariét Dewan
".Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar : |
.,.AInspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten»lj‘ -
Karanganyar.
. qumas Daerah adalah Dmas Kabupaten Karanganyar

Satuan POIISI Pamong Praja adalah Dmas Daerah yangf_; e |

" dan ketert1ban umum dan sub urusan kebakaran

». tekms Dmas yang melaksanakan keglatan tekms, S

, v_operasmnal dan/atau keglatan tckms | penun_]ang'j; G

IO:Badan Daelah :"”»adalah Badan Kabupatenv.i’ﬁ'”"
Karanganyar ' T ‘ . E
o 11. Umt Pelaksana Tekms Dlnas adalah unsur pelaksana_

e tertentu

12U
B J"tekms Badan untuk rnelaksanakan keglatan tekms e

"”'_operasmnal dan/atau keglatan tekms penunjang

Unlt Pelaksana Tekms Badan adalah unsur pelaksana,';v_f'_’;

ftertentu
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Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersﬁéﬁ
kewﬂayahan yang dlbentuk dalam ;f’:s:t rangka o
:.v:--bv->l:menmgkatkan kOOl‘dlnaSI E penyelenggaraan o
 '"jf."jf”Pemerlntahan pelayanan pubhk dan pemberdayaani,‘.’:' ":
-masyarakat desa dan kelurahan S
‘_ .Tlpe adalah k1a31ﬁka31 - Sekretarlat Daerah/ iii':j“"
| - Sekretarlat DPRD/Inspektorat/Dmas/Badan : yang B

. "frnemlhkx beban kerja besar

15.T1pe adalah k1a31ﬁka51 S“ekfeta'r}iat Daerah/

""7',,;‘VSekretarlat DPRD/Inspektorat/Dlnas/Badan | yang‘;’v".'*v’”

- >mem111k1 beban kerja sedang

o _"v_v:Sekretarlat DPRD / Inspektorat/ Dmas / Badan yang o

Tlpe e _‘- adalah kla31f1k331 Sekretarlat Daerah/ :

o Fmemlhkl beban ker_]a kecﬂ

Aparatur Slpll Negafa yang Selanjutnya dlsmgkat AbN' o

N "i,adalah profes1 bag1 pegaweu negerl s1p11 dan pegawali |

.f?-'vPernermtah dengan perjanjlan ker_;a yang bekerja pada"_' N

B mstan si Pemermtah

dlhapus

2 Ketentuan Pasal 2 dlubah sehmgga Keseluruhan Pasa1 2-,

berbunyl sebaga1 berlkut

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Daerah dlbentuk Perangkat.@ |

Daerah dengan susunan sebaga1 berlkut

o a bekretanat - Daerah merupakan Sekretarlat

L :_Daerah Tlpe A

b Sekretarlat DPRD merupakan Sekretarlat DPRD o

e Tlpe B

¢ fvlnspektorat Daerah merupakan o I‘_n'_sp}-ektc')‘rat‘;'f,:-‘. 5" .';( o

| - Daerah T1pe A

. _.‘A,;-d'..,‘_“Dmas Daerah terdm darl

1. Dmas Pendidlkan dan Kebudayaan T1pe A" )

menyelenggarakan urusan Pemermtahan ol

bldang pendldlkan dan bldang kebudayaan



Dmas Kesehatan Tlpe A menyelenggarakan
) urusan Pemerlntahan bidang kesehatan;

Dinas Peker_]aan Umurn dan Perumahan
Rakyat Tlpe A menyelenggarakan urusan

Pemerintahan bldang pekerjaan umum dan

~ penataan ruang, ~bidang perumahan dan

kaWasan‘permukima-n dan bidang pertanahan;

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, ‘Koper‘asi,
Usaha Keéil, dan Mehengah ” Tipe A
menyelenggarakan fur‘bl.lsan‘ Pemerintahan
bidang p‘c’rdagavngan, bidaﬁg tenaga Kkerja,
bidang kopérasi, usaha kecil dan menengah
dan bidang tranSmigraSi; f » |
Diﬁas o Perhbefdayaan’ . Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendahan Penduduk,

dan Keluarga » Berencana Tlpe A
menyelenggarakan _urusan Pemermtahan -
bidang Zpervr}ibéfdaya.an‘ pe‘r'em‘pi‘i’a’n | dan
perlindungan anak, bidang pengendalian
" penduduk dan keluargé berencana; _v

. .Dinas ngkungan 5 Hidup Tipe A
mehyélenggarakan ﬁfusan Pémerintahan
bidang lllingku‘ngan hidl_lp, ,bblvdang kehuta‘nan'
dan bidang pevke‘rjaan | umuin dan penataan -
ruang sub urusan persampahan, | |

. Satuan Polisi’ - Pamong Praja 'Tipeb.'gB
menyelenggarakan - urusan - Perhérintahan
| bldang ketenteraman ketertlban umum, dan
perlmdungan | masyarakat dan sub urusan
kebakaran; = ‘ |

Dmas Perhubungan Txpe C menyelenggarakan

. urusan Pcmermtahan bldang perhubungan,

. Dmas Pertaman Pangan dan Perlkanan Tipe A
menyelenggarakan urusan Pemermtahan
bidang pertaman, bidang pangan dan bldang
~ kelautan  dan ‘perikanan  sub urusan

perikanan; -
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B menye]enggarakan urusan Pemerintahan

1%

- 15.

e.

- 10. Dinas Kependudukar. - ‘d'an_ Pencatatan Sipil

Tipe B Amenyelenggarakan ~© urusan

Pemerintahan o bldang ‘ admlmstra51

- kependudukan dan pencatatan sipil; -

Dinas - Pemberdayaan Masyarakat clan Desa

’ .:'Tlpe B menyelenggarakan urusan
o Pemerlntahan : bldang . pemberdayaan
o masyarakat dan Desa; - | o

12

Dinas Penanaman Mbdal' dan Pelayanan

Terpadu Satu Pmta Tlpe B menyelenggarakan

urusan Pemermtahan ‘bidang penanaman

’--,‘mOdal dan peIavanan terpadu satu pintu,

bidang permdustnan dan bidang energl-

~sumber daya mineral;

vaas Par1w1sata Pemuda dan Olah Raga Tlpe :

- bldang par;wmata bldang kepemudaan dan

5 ~olah raga '.'

Dlnas Sosial Tlpe C menyelenggarakan urusan . |

o Pemermtahan bidang sosial.

VDmas Komunikasi dan Informatxka Tipe C

- menyelenggarakan ~ urusan Pemerlntahan

- bidang kom'unikasi clan 1nforma31 bldang
. persandian, dan, bldanﬂ statlstlk

16.

menyelenggarakan f Urusan Pemerintahan

Dinas erarmpan dan Perpustakaah Tipe C

o bldang kear51pan dan bldang perpustakaan,

” 17

dxhapus

Badan Daerah terdm oan

1

- Badan Keuangdn Daerah Tipe A melaksanakan‘

fungsi penunjang bldang Keuangan e

N Badan ' Perencanaan, Penelltlan, dan

Pengembangan Tipé A melaksanakan fungsi

penunjang bidang Perencanaan dan b1dang

e ,Penehtlan dan pengembangan,



3 Badan Kepegawalan dan Pengembangan '; .

- Sumber Daya. Manuma Tipe B imelaksanakan

"',_:_:;fungsl : penunjang b1dang ' kepegaWaxa n; L

R ‘-pendldlkan dan pelatlhan,

e 4. Badan Kesataan Bangsa dan Pohtlk Intensuasv::’ o

sedang melaksanakan urusan pemermtahanf_,v SRR

o B bldang kesatuan bangsa dan pohtxk
: vpada ayat (1) tercantum dalam Lamplran 1n1 sebagay‘ -
baglan yang t1dak terplsahkan dengan Peraturan . |
o Daerah 1n1 e e R ‘ '
berbunyl sebaga1 berlkut ?t:; L

Pasal? A

antara lam '-; '

| Ca. d1 b1dang pendlchkan berupa satuan pendldlkan'
o “‘Daerah dan TR BT “
b. _v""d1 bldang kesehatan berupa Rumah Saklt Daerah o

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaxmana dlmaksud».}_jp_: .

3 Ketentuan Pasal 7 dlubah sehlngga Keseluruhan Pasal 7 -

(1) Selaln Unit ”Hvl';’elal:{sana Tekms f- Dinaé Daéfah o

sebagaunana d1maksud dalam pasal 6 terdap-at

sebaga1 umt organ1sa51 bers1fat khusus dan Pusat SRR

Kesehatan Masyarakat sebagal unlt orgamsa31

' bersifat fungs10nal yang memberzkan layanan .

'v,"'-:.‘secara profesmnal T _ R
- | (2) Satuan pendldikan Daerah sebagalmana dlmaksud '
/”’"”/ pada ayat. (1) huruf a, berbentuk satuan pend1d1kany'"':

formal dan non formal

(3) Rurnah Sakxt Daerah sebagaumana dlmaksud pada’"_f

ayat [1} huruf ber51fat otonom dalam.g-’" -

| penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan '

o pengelolaan barang mlhk daerah serta pengelolaank-j‘ 1 '

B kepe gawman

o Ketentuan 'Pa.sal 10, ‘dih'gpu's; o




5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c dlubah sehmgga '
Keseluruhan Pasal 15 berbuny1 sebaga1 berikut: |

Pasal 15
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini rnula1 berlaku maka:

a. Peraturan Daerah - Kabupaten  Karanganyar
~ Nomor 1 Tahun 2009 tentang Orgamsam dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarlat Dewan
" Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

| Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
b. | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
2 Tahun 2009 tentang Organ15331 dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran -

 Daerah Kabupaten ‘Karanganyar Tahun 2009
Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar 'Nomoi‘vv 2 Tahun 2012 tentang
Perubéhén _ Kedua étas._ v Peratu_fan Daerah
Kabupaten 'Kafénganyar Nomor 2 Tahun 2009
‘t_entang.Organi‘sasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten .Karangariyarv ) ‘(Lcmbafan Daerah . -
Kabupaten Karangaﬁyaf Tahun 2012 Nomor 2);

~¢. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
.'3 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan .
:Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi
‘Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran N
:Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 3), sebagalrnana telah - .diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor :

9 Tahun 2011 tcntan_g Perubahan atas Peraturan
‘vDaerah Kabupéten Karanganyar Nomor 3 ‘Tahun-
2009 tentang tentang Organ1sa31 dan Tata Kerja -

'Lembaga ‘Teknis Daerah, - Badan Pelayanan‘}['

Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong -
Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
' _Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nornor 9);



' "d.'-"Peratu‘ran Daerah Kabupaten Karanganyar' |
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Orgaﬁmasx dan Tata |
- Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lernbaran B
| Daerah-. Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
‘Nomor 4); dan a '
e. 'Peraturan Daerah ’Kabubaten ; Karanganyar
E 'fNomor 5 ’I‘ahun 2009 tentang Orgamsam dan Tata
Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah_>
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5),
dlcabut dan dlnyatakan tidak berlaku.
(2) Semua ketentuanvyang r_nengatur_ tentahg organisasi -
Perangkat "Daerah"',‘ ' bwajib‘ " mendasarkan dan
menyesuaikari vpcngaturénnya- dengaﬁv Peraturan

Daerah ini.

o ansaIII' . -
Peraturan Daerah ini  mulai ~_bérlaki.1 pada ‘tanggal’

diundangkah. -

 Agar setieip _Qrang . mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe“nempatannya

 dalam Lembaran Dvaérah _Kabupatén Karanganyar.

Dltetapkan di Karanganyar :
f'pada tanggal 30 Desember 2019

* BUPATI KARANGANYAR,
| ttd.
 JULIYATMONO

leundangkan d1 Kara ganyar
 pada tanggal W o@ﬂ/ﬁ
‘ ,'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

| SUTARNO | ‘
' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 22
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 22 - 442/2019) Smlmd{engan aslinya.
| | | | | //ISE@‘RIS\QAERAH
KABUPATEN-KARANGANYAR,
.;Lu Kepala Ba&glg Hukum, \'ﬂ ‘
‘\-- K“;:
&‘\"‘ /
\\\ZULFI & HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009




PENJELASAN
| ATAS :
| RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -
| NOMOR 22 TAHUN 2019
' TENTANG

L PERUBAI—IAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN K.ARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
o PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -

. UMUM

Bahwa dengan teIah dltetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentdng Pembentukan dan Susunan |

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar }berdasarkan Peraturan

-~ Pemerintah Nomdr 18 ,,Tahun_v_2016 teptang Pe'rangkaf Daerah, dalahi_ '

pelaksanaan guna terwujudnya efektiﬁtas 1ntegra81, ‘sinkronisasi, dan
81mpllka81 kelembagaan antara Pemermtah Pusat dan Pemermtahan
Daerah perlu adanya penyesuaian- penyesualan Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menterl Dalam Negen 107

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur InSpektorat Daerah Provinsi

Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 1 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Mélaksanakan Urusan Pemerintahan di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu menyesuaikan dan

- menata Perangkat Daerah Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik. . .
- Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapalan visi,

- misi, dan tu]uan Pemermtahan Daerah ‘serta guna efektifitas, efisiensi dan

R optlmallsa31 dalam pelaksanaan tugas perlu melakukan penataan

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

.2016 tentang Perangkat Daerah sebagaiaman telah dlubah dengan» .

Peraturan Pemerintah - Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

. ‘Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

CIL

o dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang

. Pembentukan dan SUSunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

'-PASAL DEMI PASAL

Paéal [
o Pasal 1
Cukup 3elas



Pasa12 _
Ayat (1)

.Huruf a S
o Cukup _]C]&S.
. "I—Iurufb ' , »-
’ ’ (,ukup Jelas;
Hurufc
. Cukup Jelas.
Hufuf d . |
' Cukup jelas;;'
 Hurufe ‘
| Angka 1 .
Cukup Jelas. i
Angka2 A’
‘ Cukupjelas“‘
Angka3 o
| - Cukup Jelas
Angka4 o . |
Yang' dimak sud déng&n “Inténsitas '
‘sedang’ ‘adalah Klasifikasi Perangkat
Daerah =~ melaksanakan ~ urusan
Pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik yang memiliki volume beban
tugas sedang untuk mendukung dan
) menun_]ang _ pelaksanaan Urusan
- Pemerintahan. '
mat@
Cukup Jelas.
Pasal 7 ‘
Cukup jelas.
Pasal 10 I
~ Cukupjelas. -
Pasal 15 o
T Cukup Jelas
Pasal 11 .
. Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 113



-_'LAMPIRAN . R » - o
~~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR |
NOMOR 22 TAHUN 2019 - .
TEN’I‘ANG o .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
' KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
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